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PUMERINTATLKOTA SERAN
ENLAN
PEMERINTATLEADDPA TN SERANG
HENTANG

PEMANFAATAN TPAS CTLOWONG KOTA SERANG UNTUK
PEMBUANGAN SAMPAN YANG BERASAL DARIEWILAYAH KABUPATEN

SERANG
MIOMOIK 869 B2% K D 2022
NUOMOR 869 eoda LI - KAK 2022

Pada b im) Gae = Lanpgal Tige bolan Jess inhun - 2eaa vang beranda tngan ditwab i

_ kepola Dinas Lingkungan Hidup Koto Scrang |

Rerkedudukan & Jalon Letnan Lidun Mo, 5 Serang Banten
bertinduk dalam jabatannya lersebul untuk dan alss nama
pemerintahan kota serang , yang selunjutnya di sebut

PIHAK KESATU.

L ] Kepala  Dinas  Lingkungan  Hidup  Kabupaten  Serung

Berkedudukan di palan Samaun Bakri Serang - Banden
Herindak dalam jjabatannya tersebul untuk abiss nama
Pemerinwhan Kobupaten Semng |, yang selanjutnyi di
Sebul FIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dun PIHAK KEDUA yang selanjuinvg secars bersama-<ama’ disebul PAR A
PIHAK | sesust dengan kedudukan dan kewenungan dalam jabatannya sebagaimana tersebut Ji atas |
sepukst unruk melokukan perjanjan kergsama dalam pemoanioalan TTPAS CILOWONG kota Serang
, dengan terlebih dahulu memperhatikan dasar-dasar hukum sebaga beriku
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Lindang -
Undang -

Banten |

lindang
Uindang
Lindang

unidang Nomor 23 Tabun 2000 tentang Pembentukan Frovins Banten |

undong Nomor 32 Tabun 2007 woiany Pembentukon Kot Serang di Mrowviisd

undang Nomor |8 Tabun 2008 fentang Pengelolnan Sompah
undung Nomor 28 Tabun 2004 entang Pojek Decrab don Retnbas Dinenih
undang Nomer 23 Tahun 2004 wentang Pemenmtabon Doegab | sebagamang elih

diubah beberapa kali tecakhr dengan Undong  Undang Nomor % Tahoan 2005 ienang

perubahan kedus atas Undang- Undang Nomaor 23 Tabon 2004 wotang pemenataban | aciah



v Permtunne Pemwennbaly B SO0 Tl 2000 eibang T Core Pelaksaniin Kejumarnia

-

Draetahy
T Peratiran Mentn Daln Megrt Nomor 22 Talion JO00% tentungg Petumpuk Tuknts Tube Can
ketpsama Dacrah |

Peraturan Daemb Kow Serang Nomor 02 Tahun 2014 tentang peruhalian. s perititan

w

daeral Nomor 13 Tahan 2011 tentang Retnhusi Daceah:
Peraturan Dacrah Kota Serang Nomor U7 Tahun 2006 fentang Pembentukan dan Susunan

<=

Perangkat Dacrah Kota Serang.
10, Perauran Walikota Nomor 15 Tahun 2017 Tentong Kedudukan, Susunan Organisis| dun

Tata Kkerjo Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang
11 Peraturan Walikota Nomaor 42 thun 2020 Tenlung penycesiaim tanf retribug peelayanan

persampatian atau kebersihan,

Berdusarkan pertimbangan sebagalmana dimaksud di atas . PARA PIHAK sepakat untuk melakukan
perfinjian kegasama tentang Pemanfaatan TPAS Cilowong Kota Serang untuk Pembuangan Sampah
vany berasal dari Ksbupaten Serang . dengan ketentuan dan syaral-synral yang diatur dalam pecal-
pasal <ebagi berikut

OBJEK DAN RUANG LINGKUP KERJA SAMA
Pasal |

Otyek perjanjian kerjasama antara PARA PTHAK adalah Pemanfaatan TPAS Cilowong Kota Serang
Pembuangan Sampah yang berasal duri wilyah Kabupaten Serang ke Tempat Pembuangan Sampah
Akhir (TPAS) Cilowong Kota Serang , dengan ruang lingkup sebhagi berikut

1. Pengaturan Pembuangsn Sampah |

2. Penulibna Sampah
1 Perhitumpan volume buangan sumpah |
4 Jenis krteria sampah yang diproses / di busng ke TPAS Cilowong adalab sampah Rumah

Tungga atou sampah Domestik dan ndak mengandung B3,
S Perhitngan jumlah nilas Retribusi ke Pemenntah Kota Serng.

KEWAJIBAN DAN HAK PARA PIHAK
Pasal 2
11 Kewnjiban PIHAK KESATT

& Mengatur dan mengarahkan tempat pembuangan sampah PIHAK KEDUA vang telah di
sedigkan di TPSA Cilowonyg |

b Melakuksn pencatatan | pendataan jumlnh kubikusi sampah yang dibuang PIHAK KEDUA
ke TPAS Cilowaong |

¢ Menerbitkun Surat [jin Membuang Sampah Untuk PIHAK KEDUA



"

/ d. Memberkon akses atau ijin membunng Kepadi PIHAK KEDUA untuk membnang sunpah

vang tdak mengandung bahan B3 ke TPAS Cilowong

2} Kewsiban PIHAK KEUA

a Apabila PIHAK KEDUA okan melakukon pengambilan sampah dar kawasan industn
(PABRIK) baik dan UPT Serang Barat atoupun UPT Serang Timur harus dikoordinisihan
oleh PIHAK KESATL,

b, Membayar retribusi sampah kepado PIHAK KESATU sesuar jumiah kubikasi sampah yang
dibusng PIHAK KEDUA dengan didasarkan pada pencatatan / pendatagn bersama antand
PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA | dengan besaran Rp 175.000,- / Ton { Seratus
Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah Per Tan ) Setap bulan kepads PIHAK KESATU,

¢ Memilih sampah yang akan dibuang ke TPAS Cilowong , dan udak menyertakan limbah B3
{Bahan Berbahaya dan Beracun).

Pasal 3

1) HAK PIHAK KESATU
@ Menolak sampah yang bersal dari PIHAK KEDUA apabila sampah yang akan dibuang
termasuk sampah [imbah B3 (Bahan Berbahaya dan Betocun)
b Menerima pembayaran retribusi ssmpah dari PIHAK KESATU sesuai jumiah tonase sampah
vang dibuang PIHK KEDUA
2} HAK PIHAK KEDUA
a  Melakuksn rutimias pembuangan sampah ke TPAS Cilowong dengan diseran bukt Sirat
[jin Membuang Sampah yang diterbitkan PIHAK KESATU, don sampsh yang dibuang
bukan iermasuk limbah B3 (bahan Berbahaya dan Beracun)

MEKANISME PEMBAYARAN
Pasal 4

Pembayaran retribusi sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan dengan mekanisme
sebagn benkul
0 PIHAK KESATU membust permolionan pembavaran reinbusi sampah berupa Surat Tanda
Setoran (STS) yang ditunjukan kepada PIHAK KEDUA ;
b PIHAK KEDUA melakukun pembayaran retnbus setelah menenma bukty STS sebagmimana
dimaksud pada pointa



1

Pesbavatan it sehagmmana diniksd padn’ piiot b dilakmakan gliog eyl
targgeal W00 sepulu ) setiap bulanoys seielah PINK KESATU mengeliackan Surt

hetetapan Retribusi Dacrah wnuk PHIAK KEDUA

d Apabila nda Keterlambatan  pemboyarun Retribuse Sampuh P1HAK RISATE berhuk

Metakokan Pemhorhantion dhfis Ve Sompeh IR KEDUA sementifa.

e Pembayaran cetribusi sehagumans dimaksud pada port b dilakuban melalu transfer ke

rekemimg Nomor  000-347-946-300-1 padi bk B3I atus maiin KAS UMUM DAERAN

KOTA SERANG.
JANGKA WAKTL KERJASAMA
Pasal §

2 Penanpun mi berdaky untuk jangka wikiu sampal
Puluh Dua tethitung sejak ditandatanganinya perjunjian kerjasama ini

b perjamjian kera sama mi dapat berkahir dan / atau baisl degan sendirinya apabila ada
ketonruan peraturan  perundag-undangan atau  kebijaksanaan  pemenniah - yang edak
memungkinkan berlangsungnys perjan)un kerjasama ini |

¢ PIMAK KEDUA dapat memperpanjang Peganjian  Kenusamadengan mengajukan

permohanan selambat-lambatnya 2 { dun ) Minggu sebelum perjanjian herjasama berakhir

Bulan Desentber Takun Dua Ritue Dus

PENGHENTIAN / PEMUTUSAN PERJANJIAN
Pasal 6
Penghentian Perjanjian Tenadi apabiln

. Jangka wakiu perjanjian berakhir ;
b PARA PIHAK eidern jami atay fidak memenubi kewajiban  dan nggung juwab

cebugaimana vang dituangkan dalam perjanyian mi , setelah mendupal angka 3 (TIGA) kal

peringatan secary tertulis dan PARA PIHAK
¢ PARA PIHAK menvampaikan pemyataan yang tidak benar , dan permnyataan tersebul

berpengaruh besar pada hak dan kewajiban atau kepentingan salah satu pihak.
Datam hal perjangian in dihentikon baik kama permintaan salah satu pihak maupun sebab
{nmnya , penghentian perjanjian ini tidak mempengarit hak dan kewajiban PARA PITIAK vang
harus diselesaikan tedebib dahulu sebagai akibat dari pelaksanaan kegiatan sebelum dihentikan
atau diputuskan peranjian in
PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan pasal 1266 dan 1267 kitab Lindang-uridang
hukum perdata terhadap sepala sesuati yang berkaitan dengan penghention atau pemutusan
purjanjian kerpusma i,

KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJELRE)
Pasal 7

PARA PIHAK dibebackan dori ssgaly sanke atas dipenihunya kewnpiban kiwajiban yang
dinkibatkan du Kol-hal stai kejudion diuare kekoasannys sepert |
A Bencans alsm |, vang meliputi pempa bumy | gngin dbut | banjie | wobah | dan kelakaran |



pempgokarn masal

+ pemberontakan , uni-harn dan permng, ,
0 Revilus .

F Kekocauan ekonomi

F Perubahan sstuasi politik dan sosial ,
G Sabotase atou perubahan pemermiahan secar konstiuusional ,
M Perubahan peraturan perundang-undangan

Dalam hal tenadi Foree Muajenre sebagamani dimakksud p

Furce Majenre wajib membenkan kepadan pihak lninnya seli

adu ayat (1), Pihak YRE terkena

nhut-lambatnya 7 (tujuh) han

Kulender sejak tanggal keyadian
Segaln binya dan kerugian yang
idak dapat dibebankan sebagal tanggung jawab

imbul dan atau diderita oleh para pihak karena ferjadinyi Feoroe

Migpeure t pihak fain

PERSELISTHAN
Pasal 8

Rila mana pelaksanian peranjian kerjasama terjadi persclisihan. PARA PIHAK scpakat wnfuk

melalui musyawarah dan mufakat,
awarah tidak mencapal kescpakatan maka

wng

menyelesuikannys
Bilamana penyelesaian petselisihan secara munsy

penyclesaian selanjuinyi dilakukan oleh PARA PIHAK melalst Pengadilan Negen Set

KETENTUAN PENUTUP
fasal ¥

Hil-hal vang belum cukup dratur dalam perjanjian im akan dinrur lebih lanjut dalam Penanjian
Tambahan [ Adderdum) yang tidak terpisah dari peganjinn m;

Perjanjian Kerjasama i dituat dalam rangkap 4 (Empat) dan dibubuhi materai yang cukup

MiSng-Masing mempuoy fekuatan hukum YEng somi.

PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KEPALA DINAS LINGUNGAN HIDUP
KABUPATEN SERANG KOTA SERANG




